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runtuhnya rezim komunisme di Uni Soviet dan negara-negara Eropa
Timur akibat kebijakan glasnost dart perestroila Gorbachev; serta transisi
negara-negara nondemokratis ke arah sistem demokratis. Perubahan
politik ini cliikuti perkembangan ekonomi global yang semakin terintegrasi
sebagai akibat ktsepakatan-kesepakatan internasional (GATT/_WTO;
APEC, MEE); serta munculnya kecenderungan global akibat berakhirnya
Perang Dingin, yang mengarah kepada issue promosi hak asasi manusia
(HAM), demokrasi dan lingkungan hidup.

Terjadinya kecenderungan politik global tersebut diikuti oleh
perubahan kebijakan negara-negara maju (Amerika Serikat dan Barat
sebagai sekutunya) yang mengaitkan bantuan (hutang) yalg sangat
dibutuhkan oleh negara-negara Dunia Ketiga dengan kondisi pelak-
sanaalr hak asasi dan demolirasi di negara-negara yang bersangkutan-
Selanjutnya, kebijakan ini diadopsi oleh Bank Dunia, International
Monetery Fund (IMF), dan lembaga-lembaga internasional lain. Kebijakan
iri prn merupakan perubahan politik yang sangat mendasar dalam tata
politik dunia dibandingkan pada masa Perang Dqgin. Negara-negara
maju menganggap bahwa kebanyakan sistem politik negara-negara
Duhia Ketlga5eisifat otoriter dan menindas hak-hak asas-i-warga
negaranya slndiri. Karena itu, negara maju leluntut ditegakkannya
ha[ asasi dan demokrasi sebagai prasyarat diberikannya bantuan.

Sebaliknya, negara-negara berkembang menentang_ karena- meng-
artggap bah#a penerapan dlmokrasi harus disesuaikan dengan konteks
hiJt6ris yang t6rikat iuang dan waktu, serta sangat tergantung pada
konteks iosid-politik dan kultural masing-masing negara, yang s_atu-{a1

lainnya memiiiki latar belakang serta tingkat kemajuan berbeda. Oleh
karena itu, demokrasi di negara maju akan berbeda d9ng1n demokrasi
di negara berkembang. Mengaitkan'bantuan dengan kondisi hak asasi
dan demokrasi dianfigap merupakan campur tangan urusan dalam
negeri. Hal inilah yang menjadi pangkal perbedaan tentang peng.ertian
deirokrasi dan hai< asisi antara negira maju dan negara berkembang.l
Namun, negara-negari maju memiliki posisi yang kuat karena mereka
merupakan p*,at yang memberi bantuan. Negara-negara Dunia {efisa
yang^menempatkair bantuan luar negeri seb_agai sumber Pelting dalam

i:embangunan nasionalnya, suka atau tidak harus melakukan-Peny.e-
iuaian-p"enyesuaian kebijikan politik domestiknya, termasuk Indonesia.
Hal yang shma dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia.

Dalam kurun waktu yang sama, kehidupan politik di Indonesia
mengalami perkembangan mJnarik dengan munculnya. " eta keterbu-
kaaJ. Banyak peristiwi-peristiwa politik unik muncul ke permukaan
dan perubahanaerubahari kebilakari politik pemerintah yang mengarah
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;;;ki" r"lit dipenuhi di sebagian^besar reziir otoriter masa kini. Dalam
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atau tidak langsung terhadap suatu perubahan kebijakan-kebijakan
pemerintah dan perilaku politik masyarakat di Indonesia. Perubahan
politik global dikaji dari kurun waktu 1985-1995 di mana isu-isu
demokratisasi dan hak asasi semakin menguat akibat perubahan kebijak-
an politik luar negeri AS mulai tahun 1984, yang mempromosikan isyu-
isyu tersebut ke negara-negara lain melalui berbagai cara: politik, ekonomi,
diplomatik, dan militer. Sedangkan, perkembangan demokratisasi di In-
donesia dalam pemerintahan Orde Baru juga dikaji dalam kurun waktu
yang sama. Perkembangan ini dilihat dari perubahan sifat rezim yang
birokratik otoriter ke arah toleransi adanya pluralisme politik dalam
proses pembuatan kebijakan, toleransi terhadap perbedaan pendapat;
serta semakin menguatnya gerakan prodemokrasi di tingkat masyarakat.

HASIL DA,N PEMBAHASAN

Perubahan-perubahan politik global yang ditandai oleh gelombang
transisi demokratis di kawasan Asia; pergeseran kebijakan politik luar
negeri Amerika Serikat ke arah promosi hak-hak asasi manusia (HAM)
dan demokrasi di negara-negara lain sejak 1984, serta perubahan dramatis
kebijakan Gorbachev ke arah Perestroika (restrukturisasi) dan glasnost
(keterbukaan) di Uni Soviet pada akhir dasawarsa 1.980-an; membawa
kecenderungan global ke arah tuntutan baru penegakan HAM dan demo-
kratisasi dalam setiap hubungan internasional pasca-Perang Dingin.

Perubahan kebijakan AS dalam mempromosikan demokratisasi dan
hak-hak asasi tersebut dilakukan melalui berbagai cara: politik, ekonomi,
diplomatik, dan militer; berupa: (a) pernyataan-pernyataan Presiden,
menteri, dan pejabat lainnya dalam setiap pertemuan internasional; (b)
tekanan dan sanksi ekonomi, termasuk pembatasan dan larangan
pemberian bantuan, perdagangan, dan penanaman modal; (c) tindakan
diplomatik; (d) dukungan material untuk kekuatan oposisi demokratis;
(e) tindakan militer (aksi dan invasi); (f) diplomasi multilateral.6 Kebijakan
AS ini didukung negara-negara donor lain, serta lembaga-lembaga
internasional seperti PBB, Bank Dunia, iMF, Amnesti Internasional, WTO,
dan lain-lain.

Tiupan angin demokrasi negara maju ini semakin kencang dalam
lima tahun terakhir. Bahkan kemudian menjadi kecenderungan politik
global yang harus dicamkan dan diterapkan semua bangsa, termasuk
Indonesia. Bagi Indonesia, mau tidak mau, persoalan itu mendapatkan
perhatian khusus. Dalam berbagai pertemuan internasional, demokra-
risasi selalu saja dimunculkan menjadi topik utama. Berbagai masalah
rnengenai pelaksanaan demokratisasi dan hak asasi manusia senantiasa

＼
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dipertanyakan ke Indonesia. Sejak pecahnya kasus demonstrasi berdarah
di Santa Cruz Dili Timor Timur, 12 November 1991; hubungan Amerika
Serikat dan Indonesia mengalami pasang surut, khususnya dalam
konteks pelaksanaan HAM dan demokrasi di Indonesia. Kasus itu, telah
mendorong AS menjatuhkan sanksi kepada Indonesia.T Salah satu sanksi
adalah dicabutnya bantuan militer dalam bentuk lnternational Military
Education and Training (IMET), Oktober 1992, karena militer dianggap
bertanggung jawab dalam kerusuhan berdarah di Dili tersebut. Baru tiga
tahun kemudian, bantuan IMET kembali dicairkan oleh Kongres AS yang
dikuasai oleh Partai Republik.

Tekanan AS lain yang dirasakan langsung oleh Pemerintah Indone-
sia adalah pada saat pemerintah Amerika Serikat mengancam akan men-
cabut fasilitas pembebasan beamasuk komoditi Indonesia atau GSP (Gez-
eralized System of Preference), karena Pemerintah Indonesia didakwa tidak
memperhatikan hak-hak buruh Indonesia sesuai dengan standar inter-
nasional. Kondisi perburuhan Indonesia yang dianggap oleh Amerika
tidak sesuai standar perburuhan internasional, antara lain, masalah
kebebasan berserikat, karena hanya dikenal SPSI (Serikat Pekerja Seluruh
Lrdonesia) sebagai satu-satunya organisasi buruh. Padahal, SPSI banyak
dikecam kaum buruh karena dianggap lebih memperjuangkan
kepentingan pengusaha ketimbang pekerja.

Berbagai tekanan Internasional terhadap Indonesia juga tercermin
dari laporan utama Majalah Tempo:25 September 1993, sebagai berikut:

" Seperti tak pufus-putusnya gelombang tamu man cane gar a mengunj ungi ne gen
ini. Mereka adalah para utusan sejumlah negara yang sempat membuat repot
pSabat tinggt di sini. Peknnlaluberturut-turut muncul delegasiparlemen Swedia
dan Finlandia. Sebelumnya, ada sejumlah staf Kongres AS . Mereka semua ingin
melihat pelaksanaan hak asasi manusia di negei ini, antara lain meninjau Timor
Timur. Pekan ini, giliran lima delegasi United States Trade Representative
(USTR), y aitu lembaga y ang langsung berada di brw ah Ge dung Putih dan bertugas
mengurusi GSP dan semacamnya. Mereka ingin melihat kondisi buruh di negei
ini."8

Kunjungan mereka memang ada kaitan dengan ancaman penca-
butan fasilitas GSP oleh pemerintah AS. Untuk mendapatkan fasilitas
GSP, Pemerintah AS mensyaratkan keadaan buruh suatu negara harus
memenuhi standar perburuhan internasional. Ada kekhawatiran di
kalangan pemerintah Indonesia, kalau GSP dicabut, negara-negara lain
akan mengikuti jejak AS. Tekanan-tekanan AS itulah yang menjadi salah
satu faktor pemicu keberanian buruh untuk menuntut hak-haknya
melalui mogok, juga mendorong pemerintah Orde Baru lebih memper-

I
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hatikan masalah HAM, terutama setelah terbunuhnya aktivis buruh,
Marsinah, tahun L993, serta kunjungan tim ILo (orgariisasi buruh inter-
nasional) ke Indonesia tahun L994.-Emmerson (L993), menggambarkan
bahwa_ jalannya urusan pemerintah Orde Baru dengan pimerintah
Amerika !i44 pernah mengalami serentetan keguncangan seperti
sekarang {1993). Di samping masalah GSP tersebut, Senator Feingold
juga memprakarsai pelarangan penjualan perangkat militer tertentu ke
Indonesia, serta keputusan Clinton yang melaring penjualan pesawat
F-5 dari Yordania ke Indonesia.e

Tekanan internasional juga tercermin misalnya dengan pembebasan
para tahanan politik (Kasus Tanjung Priok, Kasus Limpung, Kasus
pengeboman BCA) sebagai akibat tekanan Amnesti Internasional secara
terus menerus; munculnya sejumlah kebijakan akomodatif di bidang
hukum, terutama pada pengadilan Tata Usaha Negara; pencabutan
larangan mogok bagi buruh; netralitas ABRI dalam pemilu (1992) dan
pergeseran orientasi dwifungsi ABRI ke arah sikap kepemimpinan tut
wuri handnyani (dibelakang memberi rnotivasi). Sikap tolEran pemerintah
terhadap perbedaan pendapat yang muncul dari arus bawah ditunlukkan
o-leh meningkatnya dinamika potitik lembaga swadaya masyarakat
(LSM); buruh industri; organisasi kemahaiiswaan ekstrakampus;
organisasi kemasyarakatan, dan partai politik. Bukti lain adalah diwu-
judkannya pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sebagai
respon atas tekanan internasional sebagai akibat peristiwa kerusuhan
Dili (Timor Timur) tanggal 11 November'1.991.. Komisi ini bertugas sebagai
pemberi masukan dan evaluasi kepada pemerintah atas pelanggaran atau
pelaksanaan HAM di Indonesia. Sekalipun diragukan independensinya,
dalam beberapa kasus komisi ini berani beisikap kriiis terhadap
pelanggaran HAM oleh pemerintah (Kasus Marsinah, Liukisa, Timika).

Pengaruh transnasional pun terjadi pada gerakan-gerakan prodemo-
krasi di Indonesia. Menurut hasil penelitian Uhlin (1995); gerakan
prodemokrasi di Indonesia dalam kiprahnya banyak diilhahl oleh
berbagai gerakan prodemokrasi di luar negeri. Keterpengaruhan
transnasional ini terjadi melalui proses diffusion. Adapun yang menjadi
obyek daiam proses difusi ini meliputi dorongan hatt (encouragement) dan
ide-ide mengenai demokrasi dari berbagai paham mulai dari yang liberal,
marxis, atau islami. Dalam proses di{usi ini pun ada ide-ide tertentu yang
diadopsi atau ditolak. Sedangkan, tahapan proses difusi meliputi: (1)
terjadinya hubungan antara gerakan prodemokrasi dalam dan luar
negeri; (2) seleksi terhadap ide-ide yang diadopsi (penyesuaian dan
penolakan) untuk kemudian dipraktekkan; (3) kegiatan penyebaran "vi-
rus demokrasi" ke lingkup yang lebih luas dalam masyarakat.lo
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preventif dan penyesuaian terhadap kecenderulgan 310bal..Efe卜 meruru

ini (termarrk'pr6r"s difusi di afas) sangat dilunlang oleh semakin
terbukanya tttediu komunikasi internasional, antara lain melalui sarana

satelit (antena parabola) dan internet, sebagai hasil dari kebijakan
pemerintah sendiri.

Perubahan-perubahan tersebut juga diperkuat oleh krisis ekonomi
Orde Baru '1,982:1992, akibat merosotnya haiga minyak, yang membawa
transformasi struktural yang sangat sigirifikan. Basis material turun drastis

sehing ga kemampuan 
"perierin-t?lr 

-untuk membiay ai kesejahteraan. di
tingkit"bawah jugl turun drastis. Hal ini mendorong pemerintah melaku-
kari reformasi'e(onomi (deregulasi) menuruti rekomendasi komunitas
bisnis internasional terutama g-ank Ounia dan IMF. ]adi, basis awal sistem

ekonomi orde Baru yangbermula dari korporatisme (tertutup), kemudian
dideregulasi lebih tLrbrlka. Reformasi ini bertujuan. untuk peningkatan
ekspodmehlui strategi industrialisasi berorientasi ekspor);-penyesuaian
d.iri^ terhadaP Pasar; d"an pembatasan intervensi negara terhadap Pasal'

Juga, proses pengintegrasian ekonomi nasionai ke dalam sistem
ekonorii kipitalis glob"al, ke-harusan bertumpu pada negosiasi dan Pella:
niian internisionai, dan ketidakmampuan untuk mengisolasi diri dari
s6rbuan arus informasi dan ideologi diri luar negeri, memaksa para elit
penquasa untuk melakukan reform-asi politik. lV{ereka terpaksa membuka
'di.i"du.t menerapkan aturan main biru yang membuat mereka harus
mempertanggungjawabkan perilaku mereka dan membuat proses
p"*"ii.,tuh#l adiir.ansp aran, yaitu aturan main yan g me-nj amin kepen-
'tirrgur, pemili( modal serta menempatkan negara dan birokratnya di
bafiah'peraturan perundang-undangan- yang jelas. Tidak bisa tidak
bahwa untuk mencapai dan" mempertahankan target pertumbuhan,
pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali mengintegrasikan ekonomi
indonesia dengan^ekohomi global dengan segala tuntutannya tersebut'

Mengingat bahwa legitimasi pemerintah orde Baru lebih banyak

didasarkin Xtas prestasi 
"pembanfunan ekonomi, maka reformasi itu

menimbulkan implikasi politit yan! sangat penting. Kemerosotan devisa

"trpo, 
akan langs.r.,g b"tp".,gututl legatit terhadap. P"lT"tPilll

ekonomi. Kemerolotaipertumbuhan ekonomi yang berlarut-larut akan

-u"gur,.u." berkurangriya dukungan pada pemerinlah, Can bahkan bisa
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mendorong munculnya tunfu tan pergantian pemerintahan.l 1 Sedangkan
kalau berhasil pun, pertumbuhan ekonomi akan memperbesar kelas
menengah baru yang pada suatu saat akan menuntut otonomi politik
lebih besar.

Apakah fenomena-fenomena yang muncul dalam bentuk keterbuka-
an itu merupakan transisi awal menuju demokrasi? Peluang ke arah
demokratisasi cukup besar sekalipun beberapa tantangan masih ada,
seperti masih kuatnya kendali kekuasaan di tangan Presiden; lemahnya
peranan legislatif; kecilnya kelompok reformis dalam birokrasi; terpecah
dan belum adanya kelas menengah yang mandiri; masih besarnya jumlah
kelompok miskin dan belum meratanya pendapatan masyarakat, belum
adanya kepastian hukum; masih besarnya korupsi dan parktek nepotisme
dalam birokrasi. Namun, para ahli dan pengamat politik yang optimis
beranggapan bahwa fenomena keterbukaan merupakan awal proses
demokratisasi dan penguatan ciail society di Indonesia. Gaffar (1994)
mempunyai penghargaan yang kuat bahwa demokrasi dapat ditingkat-
kan kualitas pelaksanaannya. Pertama, Indonesia, menurutnya, selama
dua dasawarsa terakhir telah mengalami transformasi sosial yang sangat
fundamental yang membawa implikasi pada peningkatan kemampuan
politik masyarakat, dan mengarah pada tuntutan ke arah kehiduPan
politik yang lebih demokratis. Kedua, di kalangan pimpinan ABRI mulai
tumbuh sikap kondusif bagi proses demokratisasi dengan mengadakan
evaluasi ulang terhadap doktrin sosial-politiknya sesuai dengan per-
ubahan konteks sosial-politik yang ada.r2

Dalam penyataan senada, Feith (1991 :72-75) mengajukan serangkai-
an argumentasi mulai dari makin lemahnya daya persuasi integralisme
dan developmentalisme, menipisnya celah-celah antara santri dan
abangan, sampai pada penerimaan Pancasila oleh kalangan Islam. Juga
disebut munculnya penguatan LSM dan gerakan mahasiswa, tetapi yang
cukup diimbangi dengan dukungan terhadap keberhasilan ekonomi
pemerintah, hingga tak sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap
aksi massa seperti masa-masa sebelumnya. Di samping itu, lingkungan
internasional yang makin mendorong ke arah demokratisasi merupakan
salah satu hal yang memberikan harapan, hingga Feith berani bertaruh
bahwa tahun 1990-an ini Indonesia akan menuju kepada keadaan seperti
Thailand pada tahun 1980-an, dengan parlemen yang lebih berwibawa,
kekuasaan yudikatif yang lebih independen, serta kebebasan pers dan
berserikat lebih besar." Hal ini didukung oleh pengalaman Indonesia di
masa lalu dalam pelaksanaan Demokrasi Parlementer (1945-1'959), yang
menurut Feith (1962) memiliki kualitas sesuai ciri-ciri dasar demokrasi
liberal: competitiae elections; rotation; open recruitrunt; accountability; and a
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degrre of basic human ight imptementations.l4
Menurut uhrin (lggs), rndonesia di bawah orde Baru muraimenunjukkan adanya su3T^g"l3t, awar ke arah sisiem poritik demokratispada sekitar tahun 1,988-1s8d.'p".ioJu i.i ;td;;il'I"urIrr triiil;#hansisi meng]u- demokrasi. Fase ini ditanJli ;i"ir'fi ;curnya berba saifenomena polifik yang meripuri: pertama, suatu to"airifoii'ni H';##keterbukaan (terbata{ *rrih saigat tergantung oreh ,,kebaikan 

hati,,para pemimpin, bukan karena Jduny, peraturan per
;1=rur;ir"1'd^;;^toruru"riir,ipliurturtertentu),a.nrTrf; l?,llr,lfr gpolitik. Di satu sisr, sejumlrt\ tut"r'r,rrn n9]iut ;1il;6;;" ; pad,asisi lain,u. 

.1 
d a-n g- Irtndang subversi du. U. Ju., gl- u"drr",g p",.uuiurur-, pers masihdiberl akukan. F Jnomena kedua, *rr..itr,y, priztirilitrioage (p erpecahanpolitik) di karangan erit yang sedang'be'rk"r;;.-F;;omena ketiga,munculn'a serakin- prodehok"rasi. De"nga" k;;a;i Jeperti itu, uhrin(1'995) memindang b;h*; ;"*olrrri afan berke*o*g di Indonesiadalam w-1ktu yand tidak terlatr-tr*u, paring tiail ;;"ah demokrasiterbatas.rs

u"u,Y.?1,9il"8f iffi i*H,T,iiii:ff *:lr;:,0,"il:H,,:lJ",t,5:x
transplacement daram konseptuarisasi transisi dlmokrausasi Hunting_ton.(1995) lebih rerevan bagi put"u"g muncurnya J"*otiutirasi di Indo_nesia.

KESIMPULAN

Perubahan-oerubahan- poritik grobar, terutama seterah berakhirnya
Lutu"g. Drgin, iremu"."tt'ur, 

-to"titr"-r""tutan 
baru ke arah penghor-matan terhadap hak-hak asasi manuriu, p..,"rup;;;;-rsas pemerin-tahan rung bersih, dan demokratisasi.'Tuntritan-tuntutan baru inimenj a di 

. 
prasyara t ba gi se tiap hu bun gan 

.g.rn ].err+;*u 
-"t 

o.o*i-poli tikrnternasional. Kondisi ini membawa i"mprikarr pia, p*.ibuhu, perilakurezim Orde Baru dalam melakukan penyesuaian_penyesuaian kebijakanekonomi politiknva searah 
{e.1sa.n t i,t i* per,ruirr#-perubahan politikdi tingkat gtobar' tersebut. Mis'ar, pemueuulun;h;;;i;;hanan poritik,pembentukan Komisi Nasional Hit asasi Manusia dan peradilan Tata

,usaha 
Negara. sebab bila penyesy;il ini tidak dilakukan maka bantuan_bantuan.dan pinjaman n-egaia donor uaur. ,tr"--ffiii' sebaliknya,komoditi ekspor Indonesiaidak akan bisa masuk dan dIbeil'.i;;;;#;jnegara maju.

sementara di tingkat masyarakat, perubahan poritik global, khusus-nya transisi demokratis negaia-n"guri otoriter ai'[u*urE" Asia, mem_
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berikan demonstration effect (efek meniru) terhadap peningkatan kuantitas
dan kualitas gerakan-ferakan prodemokrasi dalam memperluas tuntut-
annya; r"p"rfi -un.rf dan mengUatnya gerakan LSM, gerakan maha-

siswa, dan gerakan buruh industri'
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